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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Demi mewujudkan tujuan tersebut negara memelurkan sumber dana yang 

cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung 

kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut 

dapat diperoleh mulai dari peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai 

bentuk salah satu diantaranya adalah pajak. Dalam hal ini para pegawai perlu 

memperhatikan regulasi, kesadaran dan pemahaman, tupoksi serta sistem yang 

menunjang akuntabilitas dan transparansi tersebut. Sebagai negara hukum segala 

sesuatu tentang pajak ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi:  

”Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan undang-undang” 

Berdasarkan Undang-Undang No. 28/2009 pemerintah daerah 

diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak 

daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang 

diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota 

adalah pajak reklame. Penulis tertarik untuk meneliti pajak reklame Kota 

Bandung. Objek pajak reklame ditemui disepanjang jalan di Kota Bandung yang 

menjadi salah satu kawasan yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik 

wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dengan adanya objek-

objek wisatawan maka dapat memberikan peluang kepada perusahaan-perusahaan 

yang ingin memasarkan produknya melalui reklame.  
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Reklame adalah salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam 

memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga pendapatan perusahaan 

menjadi meningkat dan dapat memeprluas jangkauan pasaran mereka, menurut 

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2012, pajak reklame adalah : 

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, 

corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk 

memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau 

orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau 

orang yang ditempatkan atau dapat dilihat dibaca, dan/atau didengar dari 

suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.” 

Tabel 1 Target dan realisasi pajak reklame Kota Bandung  tahun 2012-2016 

Tahun Target Realisasi Capaian 

2012 13.200.000.000 18.575.238.358  140,72% 

2013 18.500.000.000 17.603.910.300 95,16% 

2014 23.000.000.000 23.641.404.085 102,79% 

2015        15.000.000.000 18.107.052.336 120,71% 

2016 316.716.770.000 25.646.023.584 8,10% 

(sumber data diperoleh dari BPPD Kota Bandung Tahun 2012-2016) 

Potensi penerimaan reklame di Kota Bandung berdasarkan Tabel 1 

mengalami kenaikan bahkan ada yang melebihi target, namun terdapat realisasi pajak 

reklame di Kota Bandung yang belum mencapai target yakni pada tahun 2013 hanya 

mencapai 95,16% dari target 18.500.000.000 yang terrealisasi 17.603.910.300 dan di 

tahun terakhir mengalami kemunduran yang sangat signifikan yaitu hanya mencapai 

8,10% dari target 316.716.770.000 yang terrealisasi 25.646.023.584 

Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah yang sangat potensial di 

masa mendatang, selain mulai tumbuhnya pusat perbelanjaan yang baru dan 

dibangun berbagai macam properti serta berbagai usaha lainnya diberbagai sudut 
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kota yang pada akhirnya membutuhkan media reklame agar dikenal luas oleh 

masyarakat. Adapun kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah sebagai berikut 

: 

Tabel 2 Pajak Reklame terhadap PAD di Kota Bandung Tahun 2012-2016 

Tahun Pajak Reklame PAD Capaian 

2012 18.575.238.358 1.005.583.424.342 0.018% 

2013 17.603.910.300 1.442.775.238.323 0.012% 

2014 23.641.404.085 1.716.057.298.378 0.013% 

2015 18.107.052.336 1.859.694.643.505 0.009% 

2016 25.646.023.584 2.152.102.355.197 0.0012% 

(Sumber data dari BPPD Kota Bandung Tahun 2012-2016) 

Berdasarkan Tabel 2 pemungutan pajak reklame di Kota Bandung cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Namun, presentase pajak reklame terhadap Pajak Daerah 

mengalami fluktuasi. Pajak reklame terhadap Pajak Daerah Kota Bandung masih 

kecil dibandingkan dengan komponen Pajak Daerah laninnya, bahkan presentasenya 

mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Melihat potensi daerah Kota Bandung sebagai 

kawasan wisata, seharusnya pemungutan pajak reklame terhadap Pajak Daerah 

meningkat. Presentase dari rata-rata kontribusi pajak reklame terhadap Pajak Daerah 

selama lima tahun terakhir hanya 0.0012%. 

Dengan demikian, penulis menganggap dan menduga yang menjadi faktor 

yang paling dominan dalam permasalahan di atas yaitu rendanya realisasi 

pemungutan pajak dalam pelaksanaan administrasi perpajakan oleh penyelenggara 

pajak sehingga berdampak pada tingkat efisiensi penerimaan pajak. 
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Penulis ingin lebih jauh meneliti tentang efektivitas pemungutan pajak 

reklame dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehubung dengan hal 

ini, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pemungutan 

Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah  Kota Bandung”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Realisasi anggaran yang tidak mencapai target yaitu di tahun 2013 berjumlah 

Rp 17.603.910.300 dari target Rp. 18.500.000.000 , di tahun 2014 realisasi 

anggaran berjumlah Rp. 23.641.404.085 dari target Rp. 23.000.000.000 dan 

di tahun 2016 realisasi anggaran Rp. 25.646.023.584 dari target Rp. 

316.716.770.000. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat permasalahan yang dihadapi oleh 

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung? 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui seberapa pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitin ini diharapkan berguna untuk: 

1. Kegunaan Teoritis 
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a. Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-

teori serta memberikan pemikiran  bagi pengembangan ilmu Administrasi 

Publik khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. 

b. Bagi lembaga kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu atau 

teori-teori pengembangan ilmu Administrasi Publik. 

c. Bagi peneliti lain kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pegawai dalam menjalankan program. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi peneliti hasil penelitian ini berguna untuk  meningkatkan  kemampuan  

berifikir,  dan  menambah  wawasan khususnya yang berkatian dengan 

pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Bandung. 

b. Bagi Instansi terkait penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan evaluasi kerja terhadap Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) 

Kota Bandung terhadap pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 

c. Bagi peneliti lain hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan 

untuk studi- studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang 

sama secara lebih spesifikasi dan lebih mendalam. 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut (Abuyamin, 2012:1) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan 

tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
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Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dalam buku (Purwanto, 2004:42) pemungutan pajak adalah suatu rangkaian 

kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, 

penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan 

pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau wajib retribusi serta pengawasan 

penyetoran. 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pemberian hak kepada 

negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah : dalam 

(Oetomo, 2008:8) : 

1.Teori Asumsi 

Teori ini mengatakan bahwa pajak ini diibaratkan sebagai suatu peran asuransi yang 

harus dibayar oleh setiap orang, karena warga negara tersebut telah mendapatkan 

perlindungan atas hak-hak dari pemerintah yaitu keselamatan jiwa dan badannya. 

2.Teori Kepentingan 

Teori ini menjelaskan bahwa yang harus membayar pajak adalah orang yang 

berkepentingan, dan besarnya pajak yang dibayar sesuai dengan besarnya 

kepentingan wajib pajak yang dilindungi. 

3.Teori Daya Pikul 

Teori ini mengatakan bahwa setiap warga negara harus membayar pajak, dimana 

besar kecilnya pajak tersebut harus sesuai dengan daya pikul seseorang. Beban pajak 

untuk semua harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya 

pikul masing-masing orang. 

4.Teori Daya Beli 

Teori ini mengatakan bahwa setiap warga negara harus membayar berdasarkan 

kemampuan membelinya, apabila daya belinya besar berarti pendapatannya cukup 

besar pula, kemudian dari daya beli tersebut oleh negara dalam bentuk pajak yang 

kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. 

5.Teori Bakti 

Pada teori ini mengutamakan kepetingan negara yang merupakan suatu kesatuan dari 

individu-individu dimana setiap warga negara terikat kepada pemerintahnnya, 

sehingga negara mempunyai hak atas warganya dan memungkinkan secara mutlak 

untuk memungut pajak dari rakyat. 
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Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation yang terkenal di 

seluruh dunia, memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu memenuhi 

rasa keadilan, harus memenuhi empat syarat sebagai berikut : menurut (Sugiharti, 

2010: 14) 

1.Equality (Keadilan) 

Equality adalah keadaan yang sama atau orang dalam keadaan yang sama harus 

dikenakan pajak yang sama. Equality merupakan keseimbangan dengan kemampuan 

atau keadilan, bahwa pemungutan pajak yang dilakukan secara adil, sesuai dengan 

kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan diskriminatif. 

2.Certainity (Kepastian Hukum) 

Certainity adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan 

peraturan yang mengikat umum serta tidak boleh ada yang menyimpang. 

3.Convenience of payment (Pemungutan pajak tepat waktu) 

Convenience of paymen adalah pajak yang harus dipungut tepat waktu yaitu pada 

saat wajib pajak mempunyai uang, ini akan mengenakan Wajib Pajak. 

4.Economics of collection (Efisien) 

Economic of collection adalah biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin 

sehingga tidak terjadi biaya administrasi pemungutan pajak lebih besar. 

Menurut (Budiana, 2015; 55) : 

“penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang palin potensial bagi 

negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, 

perekonomian, dan stabilitas politik”. 

Maka dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas yaitu ukuran tercapainya 

tujuan atau perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Mengenai hal ini apabila 

dikaitkan dengan efektivitas pajak reklame, dengan adanya tujuan desentralisasi 

khususnya dalam hal pajak reklame, yang memberikan kewenangan daerah untuk 

mengurus dan mengatur urusannya sendiri dan mampu meningkatkan pendapatan 

asli daerah, maka dalam hal ini perlu adanya pengukuran sejauhmana efektivitas 

pajak reklame dapat berjalan. Menurut (Indrawijaya, 2010:175) faktor yang 

mendukung pencapaian efektivitas meliputi: 

1. Tepat waktu 

2. Tepat Kualitas 
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3. Tepat Kuantitas 

Sedangkan menurut (Makmur, 2015 : 7) kriteria efektivitas meliputi : 

1. Ketepatan penentuan waktu 

2. Ketepatan perhitungan biaya 

3. Ketepatan dalam pengukuran 

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan 

5. Ketepatan dalam berfikir 

6. Ketepatan dalam melakukan perintah 

7. Ketepatan dalam melakukan tujuan 

8. Ketepatan-ketepatan sasaran 

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan 

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan 

pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud 

desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Adapun Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut  (Kaho, 2010: 

140), sumber Pendapata Asli Daerah terdiri dari : 

1. Hasil pajak daerah 

2. Hasil retribusi daerah  

3. Hasil perusahaan daerah 

4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah 

  

Pengaruh pajak daerah dalam hal ini pajak reklame dengan PAD merupakan 

hubungan secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari pajak reklame. 

Dengan meningkatkan pajak reklame akan menambah penerimaan pemerintah untuk 

pembangunan program-program pemerintah, selanjutnya akan mendorong 

peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyaraka yang diharapkan akan dapat 
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meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi kembali. 

Jadi untuk meningkatkan PAD, pemerintah harus bisa mengefektifkan 

sumber-sumber dari PAD. Dimana pajak reklame merupakan salah satu komponen 

dari PAD, yaitu pajak daerah. Maka jika pemungutan pajak reklame telah efektif 

dilaksanakan, hal ini akan menjadi salah satu komponen yang berpotensi dalam 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 

Gambar 1 SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN 
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G. Hipotesis  

Adanya pengaruh efektivitas pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kota Bandung berdasarkan ketepatan penentuan waktu ketepatan 

perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan 

pilihan, ketepatan dalam berfikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan 

dalam melakukan tujuan, serta ketepatan-ketepatan sasaran. 

 


